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P   U   T   U   S   A   N 

Nomor  02/B.TUN/2011 /PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  

negara  dalam t i ngka t  band ing ,  bers i dang  di  gedung  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar  di  Ja lan  AP.Pet ta r an i  No.45  

Makassar ,  te l ah  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

sengketa  anta ra  :

Nama :  NETJE MANDAGI,   Warganegara  Indones ia ,  Peker jaan  ibu  

rumah  tangga,Tempat  t i ngga l  Desa  Koha 

Kecamatan  Pine leng  Kabupaten  Minahasa.

Dalam hal  in i  member i  kuasa  khusus  kepada  :  

1.  Maharan i  Caro l i ne ,SH ,  2.  Mercy  Hermaan 

Umboh,SH,  keduanya   Warganegara  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  bera lamat  di  kanto r  

Herman  Umboh  SH  &  Par tne rs ,  d i  Ja lan  

Tondano  No.11  Kelu rahan  Karombasan  Sela tan ,  

Kecamatan  Wanea  Kota  Manado,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa Khusus  tangga l  20 Mei  2010.  

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  PENGGUGAT/ 

PEMBANDING;

                   L     A      W   A    N 

1.  KEPALA KANTOR PERTANAHAN MINAHASA,  Tempat  kedudukan  

di  Ja lan  Maesa- Sasaran  Tondano  Kabupaten  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Minahasa .

Dalam hal  in i  member i  kuasa  khusus  kepada  :  

1.  Chr i s t an to  R.  Bulamey, SH,  

NIP.19641024 .198603.1 .004 ,  Warganegara  

Indones ia ,  Jabatan  Kepala  Seks i  Sengketa ,  

Konf l i k  dan  Perkara  Per tanahan  pada  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Minahasa.         2.  

Hasan Lamsu,  BA,  NIP.19600504.198203 .1 .007 ,  

Warganegara  Indones ia ,  Jabatan  Kepala  

Sub.Seks i  Perkara  Per tanahan  pada  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Minahasa,   berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  No.  570- 03/SK/BPN-

MIN/2010,  tangga l  20 Mei  2010;   Selan ju tnya  

disebu t  TERGUGAT/TERBANDING I  ;

2.  Nama  :  TONTJE  THENOCH,  Warganegara  Indones ia ,  

Peker j aan  swasta ,  Tempat  t i ngga l        d i  

Ja lan  Martad ina ta  No.7  Kota  Manado.

Dalam hal  in i  member i  kuasa  khusus  kepada  

1.  H.J .J  Mangindaan ,SH,  2.  Olga  

L.Sumampouw,SH,  keduanya  Warga  negara  

Indones ia ,  Peker j aan  Advokat /Penas iha t  

Hukum,  Bera lamat  pada  kanto r  H.J .J  

Mangindaan,SH  &  Rekan  di  Ja lan  Sam 

Ratu lang i  20  No.2  Kota  Manado,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  8  Jun i  2010,  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  TERGUGAT I I  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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INTERVENSI/TERBANDING I I ;

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  te r sebu t  

te lah  membaca :

- Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Makassar  Nomor  02/Pen/2011 /PT .TUN.Mks  tangga l  31  

Januar i  2011,  ten tang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim  untuk  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan   sengketa  ta ta  

usaha  negara  te rsebu t  d i t i n gka t  band ing ;

- Sal i nan  resmi  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado  Nomor                  13/  

G.TUN/2010/PTUN.Mdo, tangga l  14  Oktober  2010,   beser ta  

sura t - sura t  la i n  yang  berasangku tan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Membaca dan memperhat i kan  berkas  perkara  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Manado Nomor   13/G.TUN/2010/  P.TUN.Mdo,  tangga l  

14 Oktober   2010;

Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  dasar   gugatan  

Penggugat /Pemband ing  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  yang  menjad i  obyek  sengke ta  ada lah  Ser t i f i k a t  

Hak  Mi l i k  Nomor  49/Ta te l i  Weru,  tangga l  12  Mei  2003,  

se luas  10.280  M2,   Surat  Ukur  Nomor  22/  Tate l i  

Weru/2003,  tangga l  3  Apr i l  2003,  atas  nama  Tont j e  

Thenoch,  yang  di te r b i t k an  oleh  Kapala  Kantor  

Per tanahan  Kabupaten  Minahasa;

- Bahwa  penerb i t an  ser t i f i k a t  obyek  sengke ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  

Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  melanggar  

asas  kepas t i an  hukum,  asas  pro fes i ona l i t a s  dan  asas  

akuntab i l i t a s .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  a lasan  gugatan  te rsebu t  

Penggugat /  Pembanding   memohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado memutuskan  dengan  amar  sebaga i  ber i ku t :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor  49/Ta te l i  Weru,  tangga l  12 Mei  2003,  se luas  10.280  

M2,   Sura t  Ukur  Nomor  22/  Tate l i  Weru/2003 ,  tangga l  3 

Apr i l  2003,  atas  nama Tont je  Thenoch,  yang  di te r b i t k an  

oleh  te rguga t ;  

3. Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor  49/Ta te l i  Weru,  tangga l  12 Mei  2003,  se luas  

10.280  M2,   Sura t  Ukur  Nomor  22/  Tate l i  Weru/2003 ,  

tangga l  3 Apr i l  2003,  atas  nama Tont j e  Thenoch;

4. Menghukum Tergugat   untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam  perkara  in i .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat /Pemband ing  

te rsebu t ,   Terguga t /  Terband ing   I  mengajukan  jawaban  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t :  

Dalam Ekseps i

Bahwa  penga juan  gugatan  aquo  te lah  lewat  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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 sebaga imana  dimaksud  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986,  karena  se jak  d i t e r b i t k an  ser t i f i k a t  obyek  

sengketa  sudah  leb ih  dar i  5( l ima)  tahun  

Penggugat /Pemband ing  t i dak  pernah  mengajukan  kebera tan  

atau  gugatan  ke  pengad i l an ;

Dalam Pokok  Perkara :

- Bahwa  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  228/Ta te l i  semula  

te r t u l i s  atas  nama Mart i nus  Sembel ,  kemudian  bera l i h  

kepada  Jonatan  Niko  Tiwang,  Roy T.  Tiwang  dan Teddy  A.  

Tiwang,  karena  pewar i san  berdasarkan  putusan  perkara  

perda ta  Pengadi l an  Neger i  Manado  Nomor  

302/PDT.G/1992 /PN.Mdo,  yang  te l ah  mempunyai  kekuatan  

hukum te tap  dan  Sura t  Keterangan  Waris  dar i  para  ahl i  

war i s  tangga l  18  Oktober  2000,  yang  dikua tkan  o leh  

sura t  Camat  Pine leng  tangga l  22  Oktober  2000  No.  

29/SKW/X- 2000.  Kemudian  tanah  te rsebu t  d i j ua l  kepada  

Tont j e  Thenoch  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  tangga l  28  

November  2000  Nomor  557/2000 ,  yang  dibua t  d ihadapan  

Drs .  Adol f  J.  Suatan  se laku  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  

Sementara  wi layah  Kecamatan  Pine leng ,  kemudian  karena  

adanya  pemekaran  desa  dar i  desa  Tate l i  menjad i  desa  

Tate l i  Weru,  ser t i f i k a t  semula  di rubah  menjad i  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  49/Ta te l i  Weru  atas  nama 

Tont j e  Thenoch;  

- Bahwa  penerb i t an  ser t i f i k a t  obyek  sengke ta  te l ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat /Pemband ing  

te rsebu t ,   Terguga t  I I  In te r vens i /  Terband ing   I I  mengajukan  

jawaban  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t :

Dalam Ekseps i

Bahwa  penga juan  gugatan  aquo  te lah  lewat  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  d imaksud  pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  karena  ser t i f i k a t  

obyek  sengketa  sudah  te rb i t  pada  tahun  2003  dan  

Penggugat /  Pembanding  sudah  mengetahu inya  se jak  tahun  

2005.

Dalam Pokok  Perkara

- Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i / Te rband ing  I I  menolak  

se lu ruh  dal i l  gugatan  Penggugat /Pemband ing ,  karena  

t i dak  benar  dan  t i dak  ada  re levans inya  dengan  

ser t i f i k a t  obyek  sengke ta ;

- Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i / Te rband ing  I I  ada lah  

sebaga i  pembel i  yang  ber i t i k ad  baik  atas  tanah  pada  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor 49/Ta te l i  Weru.

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  kebenaran  dal i l n ya  

masing- masing ,  Penggugat /Pemband ing  mengajukan  sura t  bukt i  

yang  dibe r i  tanda  P.1  sampai  dengan  P.11  dan  2  (dua)  orang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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saks i ,  ya i t u  Hendr i k  Otay  dan  Jop ie  C.  Runtu la l o ,  kemudian  

Tergugat /Te rband ing  I  mengajukan  sura t  bukt i  yang  dibe r i  

tanda  T.1  sampai  dengan  T.4  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i / Te rband ing  I I  mengajukan  sura t  bukt i  yang  d ibe r i  

tanda    T. I I . I n t - 1 sampai  dengan T. I I . I n t - 4;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado  te lah  memutuskan   perkara  Nomor   13/  G.TUN/  

2010/PTUN.Mdo  pada  tangga l  14  Oktober  2010,  dengan  amar  

sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Ekseps i  :

- Mener ima  ekseps i   Terguga t   dan Tergugat  I I  

In te r vens i ;

Dalam Pokok  Sengketa :

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ;

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.2 .667 .000 ,00  (  dua ju t a  enam ra tus  enam puluh  tu juh  

r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa  putusan  te rsebu t  d iucapkan  pada  

pers i dangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Kamis ,  tangga l  

14  Oktober  2010  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum 

Penggugat /Pemband ing  dan  Kuasa  Hukum  Tergugat  I I  

In te r vens i / Te rband ing  I I ,  tanpa  d ihad i r i  o leh  

Tergugat /Te rband ing  I  atau  Kuasa Hukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Menimbang,  bahwa  Penggugat /Pemband ing  mengajukan  

permohonan  band ing  pada  tangga l  25 Oktober  2010,  sesua i  Akta  

Permohonan  Banding  tangga l  25  Oktober  2010  dan  permohonan  

band ing  te rsebu t  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  Tergugat  

/Terband ing  I  dan  Tergugat  I I  In te r vens i / Te rband ing   I I  

sesua i  dengan  Sura t  Pember i t ahuan  permohonan  band ing  masing-

masing  tangga l  26 Oktober  2010;

Menimbang,  bahwa  Penggugat /Pemband ing  t i dak  mengajukan  

memor i  band ing ;

Menimbang,  bahwa sebe lum berkas  perkara  te rsebu t  d ik i r im  

ke  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar ,  kedua  belah  

pihak  yang  bersengke ta  te l ah  d ibe r i k an  kesempatan  untuk  

mempela ja r i    berkas  perkara  yang  bersangku tan  ( inzage) ,  

masing- masing  mela lu i  sura t  Pani te ra  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado te r t angga l  25 November  2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa   sete lah  maje l i s  hak im  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  mempela ja r i  secara  seksama 

putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Manado Nomor:  13/  G.TUN/  

2010/  P.TUN.Mdo,  tangga l  14  Oktober  2010  ser ta  sura t - sura t  

la i n  yang  bersangku tan ,  da lam musyawarah  maje l i s  hak im  pada  

har i  Jumat ,   tangga l  4 Maret  

2011  te lah  dicapa i  permufaka tan  bula t  dengan  

per t imbangan   ber i ku t   in i ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang,  bahwa  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado  Nomor  :  13/G.TUN/2010/P .TUN.Mdo,  diucapkan  dalam 

s idang  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Kamis   tangga l  14  

Oktober  2010,  dengan  d ihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Penggugat /  

Pembanding ,  Kuasa Hukum Tergugat  I I  In te r vens i / Te rband ing  I I ,  

tanpa  dihad i r i  o leh  Tergugat /Te rband ing  I  atau  Kuasa  

Hukumnya;

Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  Akta  Permohonan  Banding ,  

Penggugat /  Pembanding  mengajukan  permohonan  band ing  mela lu i  

Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Manado pada tangga l   25  

Oktober  2010;  

Menimbang,  bahwa pasa l  123  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  

5 Tahun 1986 menyebutkan ;  

 “  Permohonan  pemer iksaan  band ing  dia j ukan  secara  

te r t u l i s  o leh  pemohon  atau  kuasanya  yang  khusus  

dikuasakan  untuk  i t u  kepada  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  menja tuhkan  putusan  te rsebu t  

da lam  tenggang  waktu  empat  be las  har i  sete lah  

putusan  pengad i l an  i t u  d ibe r i t a hukan  kepadanya  

secara  sah” ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  Penggugat /Pemband ing  hadi r  

pada  saat  pembacaan  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado,  pada  har i  Kamis  tangga l  14  Oktober  2010  dan  

berdasarkan  pada  Akta  Permohonan  Banding ,  

Penggugat /Pemband ing  mengajukan  permohonan  band ing  pada  

tangga l  25  Oktober    2010,  seh ingga  dengan  demik ian  

permohonan  band ing  Penggugat /Pemband ing  te rsebu t  d ia j ukan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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masih  dalam  tenggang  waktu  14  (empat  be las  )  har i  se jak  

putusan  i t u  dibe r i t a hukan  kepadanya  secara  sah,  sebaga imana  

dimaksud  pasa l  123 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986,  

o leh  karena  i t u  permohonan  banding  Penggugat /  Pembanding  

secara  yur id i s  fo rma l  dapat  d i te r ima ;   

Menimbang,  bahwa  per t imbangan  hukum putusan  Pengadi l an  

Tata  Usaha Manado pada  halaman 21 menyatakan ;  “  …oleh  karena  

se la i n  ada ekseps i  ten tang  tenggang  waktu ,  te rnya ta  ada  pula  

ekseps i  ten tang  kepent i ngan ,  maka  maje l i s  hak im  te r l eb i h  

dahu lu  akan  memper t imbangkan  ten tang  kepent i ngan  penggugat  

untuk  mengajukan  suatu  gugatan” ;

Menimbang,  bahwa sete lah  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Makassar  mempela ja r i  dan  memperhat i kan  

dengan  seksama  ura ian  ekseps i  yang  dia j ukan  oleh  

Tergugat /Te rband ing  I  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  /Terband ing  

I I ,  te rnya ta  t i dak  te rdapa t  ura ian  ekseps i  yang  menyatakan  

bahwa Penggugat /Pemband ing  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  untuk  

mengajukan  gugatan  aquo,  o leh  karena  i t u  ura ian  per t imbangan  

maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  te rsebu t  

harus  dipe rba i k i ,  seh ingga   menjad i ,  “bahwa  sebe lum 

memper t imbangkan  ekseps i  Tergugat /Te rband ing  I  dan  Tergugat  

I I  In te r vens i / Te rband ing  I I  ten tang  tenggang  waktu  penga juan  

gugatan ,  te r l eb i h  dahu lu  maje l i s  hak im  mempert imbangkan,  

apakah  ada  atau  t i dak  kepent i ngan  Penggugat /Pemband ing  untuk  

mengajukan  gugatan  aquo” ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  sura t  gugatan ,  

Penggugat /Pemband ing  mempero leh  war i san  dar i  a lm.  Mart i nus  

Sembel ,  yang  sa lah  satunya  berupa  seb idang  tanah  yang  

te r l e t a k  di  Desa  Tate l i  Weru,  dahu lu  Desa  Tate l i  Kecamatan  

Pine leng  Kabupaten  Minahasa,  luas  10413  M2,  te rca ta t  da lam 

reg i s t e r  Desa  Tate l i  Nomor  84  fo l i o  :  17  atas  nama alm.  

Mart i nus  Sembel  (  Kakek  Penggugat /Pemband ing ,  dengan  batas -

batas  :

                          Utara  dengan   Mart i nus  

Runtu la l o  (  81 M ) ;

                          Bara t  dengan  Adr ianus  Ramsun 

(120  M);

                          Timur  dengan  Samuel  Rambing  

(114  M);

                          Sela tan  dengan  ja l an  raya  

Tanawangko  (89  M).

Menimbang,  bahwa  maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Manado  mempert imbangkan   mengenai    kepent i ngan  

Penggugat  /  Pembanding      mengajukan

gugatan  aquo  pada  halaman  21  sampai  27,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  bahwa berdasarkan  sura t  bukt i  P- 1 dan  T. I I . I n t - 3,  

P- 8  dan  T. I I . I n t - 2  dan  dihubungkan  dengan  kete rangan  saks i  

Hendr i k  Otay ,  te rbuk t i  bahwa  Penggugat /Pemband ing  t i dak  

mempunyai  hak  lag i  atas  tanah  yang  te rsebu t  pada  ser t i f i k a t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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obyek  sengketa ;

Menimbang,  bahwa  maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tingg i  Tata  

Usaha  Negara  Makassar  sependapat  dan  dapat  membenarkan  

per t imbangan  maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado  te rsebu t ,  seh ingga  diambi l  a l i h  menjad i  per t imbangan  

putusan  maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Makassar ;

Menimbang,  bahwa menuru t  maje l i s  hak im Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Makassar  da l i l  Penggugat /Pemband ing  yang  

menyatakan  sebaga i  pewar i s  atas  tanah  yang  te r l e t a k  d i  Desa  

Tate l i  Weru  te rsebu t  te lah  diu j i  kebenarannya  mela lu i  

pers i dangan  di  Perad i l an  Umum (  v ide  bukt i  P- 1,P- 8,P- 9,P - 10) ,  

dan  dar i  sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  te rbuk t i  bahwa 

Penggugat /Pemband ing  t i dak  sebaga i  pewar i snya ;

Menimbang,  bahwa menuru t  maje l i s  hak im Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Makassar ,  Sura t  Keterangan  Kepala  Desa 

Tate l i ,  tangga l  1  Pebruar i  1995  (v ide  bukt i   P.2)  hanya  

menyatakan  bahwa  Mart i nus  Sembel  (  kakek  

Penggugat /Pemband ing)  memi l i k i  seb idang  tanah  d i  Desa Tate l i  

dan  Sura t  Si l s i l a h  Keturunan ,  tangga l  11 Pebruar i  1995  (v i de  

bukt i  P.3)  hanya  menerangkan  mengenai  s i l s i l a h  ketu runan  

Mart i nus  Sembel  (  Kakek  Penggugat /Pemband ing) ,  seh ingga  dar i  

bukt i  P.2  dan  bukt i  P.3  te rsebu t  juga  t i dak  te rbuk t i  bahwa 

tanah  te rsebu t  ada lah  sebaga i  war isan  Penggugat /Pemband ing ,  

sedangkan  Sura t  Pernya taan  Penggugat /Pemband ing  (  v ide  bukt i  

P.4  dan  P.5)  merupakan  pernya taan  sep ihak  dar i  d i r i  

Penggugat /Pemband ing  send i r i ,  yang  kebenarannyapun  menjad i  

Disclaimer
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lumpuh dengan  adanya  putusan  Perad i l an  Umum (  v ide  bukt i  P.1 ,  

P.8 ,  P.10) .  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  228/1981 ,  atas  nama 

Mart i nus  Sembel  sebaga i  keputusan  obyek  sengketa  (v ide  bukt i  

P- 6)  dan  gambar  lokas i  tanah  (v i de  bukt i  P- 7)  juga  t i dak  

dapat  membukt i kan  bahwa

 tanah  pada  ser t i f i k a t  obyek  sengketa  adalah  war isan  

Penggugat /Pemband ing  dar i  a lm.  Mart i nus  Sembel  (kakek  

Penggugat /Pemband ing) .  Selan ju tnya  Sura t  pembahagian  (v ide  

bukt i  P- 11)  tanpa  dapat  menunjukkan  as l i nya  dipe rs i dangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado,  seh ingga   menuru t  

maje l i s  hak im  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

t i dak  mempunyai  n i l a i  pembukt i an .  Demik ianpun  kete rangan  

saks i  Penggugat /  Pembanding  dipe rs i dangan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Manado  t i dak  ada  menerangkan  bahwa  tanah  

te rsebu t  war i san  Penggugat /Pemband ing ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas ,  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  bahwa 

Penggugat /Pemband ing  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  lag i  atas  

tanah  pada  ser t i f i k a t  obyek  sengketa ,  seh ingga   te rdapa t  

a lasan  yang  kuat  menuru t  hukum bagi  maje l i s  hak im  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar   untuk  menguatkan  putusan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  Nomor   13/G.TUN/  2010/  

P.TUN.  Mdo,  tangga l  14 Oktober   2010;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  i t u  Penggugat /Pemband ing  

ada lah  sebaga i  p ihak  yang  ka lah  dan  sesua i  dengan  keten tuan  

Disclaimer
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pasa l  110  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ,   harus  dihukum membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam dua  t i ngka t  pengad i l an ,  yang  dalam t i ngka t  band ing  in i  

d i t e t apkan  sebesar  Rp.250 .00 ,00  (dua  ra tus  l ima  puluh  r i bu  

rup iah ) ;

Menginga t  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  j i s  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  Undang- Undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  kedua  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  

ser ta  pera tu ran - pera tu ran  la i n  yang  bersangku tan ;

M E N G A D I  L I

- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  

Penggugat /Pemband ing ;

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado  Nomor  :  13/G.TUN/2010/P .TUN.Mdo,  14  Oktober  

2010 yang dimohonkan  band ing ;

- Menghukum   Penggugat /Pemband ing   membayar  biaya  

perkara  da lam  dua  t i ngka t  pengad i l an ,  yang  dalam 

t i ngka t  band ing  in i  d i t e t apkan  sebesar  Rp.250 .000 , -  (  

Disclaimer
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dua ra tus  l ima  puluh  r ibu  rup iah  ) ;

Demik ian  d ipu tus  da lam  rapa t  musyawarah  maje l i s  hak im  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Makassar  pada har i  Jumat ,  

tangga l  4 Maret  2011 o leh  kami   ISTIWIBOWO,SH.MH  Waki l  Ketua  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  se laku  hak im  

ketua  maje l i s ,   YOSRAN,SH.MHum dan  RIYANTO,SH masing- masing  

se laku  hak im  anggota ,  putusan  te rsebu t  d iucapkan  pada  s idang  

yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Selasa ,  tangga l  8  Maret  

2011  oleh  maje l i s  hak im  te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  Drs .  

MUH.KURNIA  DAUD,SH.MH Pani te ra  Penggant i  Pengadi l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Makassar  dengan  t i dak  dihad i r i  o leh  para  

pihak  atau  kuasa  hukumnya;

HAKIM  ANGGOTA 

HAKIM KETUA MAJELIS

            t . t . d  

t . t . d                   

                                                  

YOSRAN,SH.MHum 

ISTIWIBOWO,SH.MH      

            t . t . d

           

      RIYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI

t . t . d
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DRS.MUH.KURNIA DAUD,SH.MH.

Per inc i an  biaya  perkara  Banding  No.02 /B .TUN/2011 /PT.TUN.MKS

      1.  Matera i…………………………………………………………Rp.      6.000 , -

      2.   Redaks i……………………………………………………………….Rp.        5.000 , -

      3.   Leges…………………………………………………………………..Rp.        5.000 , -

      4.   Biaya  proses  penye lesa ian  perka ra…………………….Rp. 
234.000 , -

  
Jumlah          Rp     250.000 , -

                                (  dua ra tus  l ima  
puluh  r ibu  rup iah  )
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